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ROMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

| KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
| NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
BADAN KOORDINAS] KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KROMISE PEMILIHAN UMUM KOTA KENDAR]

KETUA KOMISI FEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koondinasi
kehumasen Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu
dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di linglkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Kendari

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana cdimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi
| Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan

Umum Kota Kendari .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaen Informasi Publik |lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2008 Numor 61, Tambahan Lembaran

| Negara Republik Indonesia Nomor 4836),

i 2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayvanan
Publik {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
tentang Pelsyanan Publik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran
Megara Republik indonesia Nomor 3036

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Feraturmn Pemerintah Penggann Undang - Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan




i

Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Kepublik Indomesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan
Lembaran Negara HRepublik Indonesia Nomor 5656)
Sebagaimana Telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang perubahan ketga atas Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peroturan Penggant
Undang — Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupat dan Walikota menjad: Undang — Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
03 Tambahan Lombaran Negara Republik Indoncsia Nomor
H547}

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum {lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 6104},

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35
Tahun 2014 tentang HBadan Koordinast Hubungan
Masyarakat (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomor 1404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor | Tahun 2015
tentarg Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik i
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  (Berita  Negara
Republik Imdonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komusi Pemiliban Umum Nomor 8 tahun 2017
tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masvarakat dalam Pemilihan Gubernur Bupat dan Wakil
Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikata (Berita Negara
Eepublik Indonesia Tabhun 2017 Nomor 1249

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
rentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelengegaraan Permlihan Umum (Benta
Negara Repubhk Indonesia Tahun 20018 Nomor 193);
Peratursn Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sehagaimana

telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan persturan
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KESATU
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemlihan Umum
Nomor & Tahur 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemnilihan
Umum  Provinsi  dan Komisi  Permmibhan  Umuim
Kabupaten/kota [Berita Nepara Republik Indenesia Tahun
2023 Nomor 377,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliban Umum, Sekretrist
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubik
[ndomcaia Tahun 2020 Nomeor : 1236] sebagaimana telan
heberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Permilihan Umum Nomor 21 Takun 2023 tentang Perubahan
kedua atas Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretriat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
komist Pemilihan Umum EKabupaten/Kota (Berita Negara
Repullik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komiai Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nemor 172/ HM.O2-Kpt/O6/KPU/IIL/202]1 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Xomisi

Pemilibian Umum.

MEMUTLIS KAN:

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIITAN UMUM KOTA KENDAR!
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDAR]
Membentuk Hadan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)
Komimi Pemilihan Umum Kota Kendari dengan scusunan
pengurius  sebagaimana  tercantum  dalam  ampiran
Keputusan vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan im.

Susunan  Pengurus DBadan  Koordinasi  Kehumasan
IBAKOHITMAR]  sebapaimans  dimaksud  pada  Diktum
KESATU bertugas :




KETTGA

KEEEMPAT

==
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e

Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum
dengan Komisi Pemilihan Umum  Provinsi, Komisi
Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus
informasi antara satuan ketja;

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan
Koordinasi  Kehumasan pada  Instansi/ Lembaga
Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah:

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan,
Menghimpun. mengelolah, dan menvalurkan
data/informasi kehumasan yang diperfukan; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan kegistan kehumasan
kepada Ketua,

Biaya berkenaan diterbitkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggsran (DIFA] APBN Sckretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Kendari.

denpgan azlinvs
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan dikendari
parda tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMIST PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd
JUMWAL SHALEH




Ly LAMFIREAN
KEPLTURARN BECFMTE FRBILAAN TMUM KOTA KEMIIAF]
MUFMLTE 2 U HL S 3TN
TERTARE
BATIAN  EOORIINAS KEHLUMASAN  BAKGHLUMASL KOXES
FREMILIHAY | K0T KENT:A R

SLISUNAN PENGURLE BADAN KOORDINASI KEHUMASAN [BAKOHUMAS)
KOMIST PEMILIFAN UMUM KOTA KENDAR],

| HLh, T‘TH]".IL"L JADATAN DALAN [NSTANS] SABATAN DALAM I
PRMNGLIKLS
L. | Jumwal Shalch, 8.7 Ketua KPU Kola Kendarl Perabing
2. Alwaly, 5505, M, S | Aripgoia KPTT Kole Kerdari Pembing
3. |LaOde Hermanio, STP MH | Argpota KPU Kot Kendar Pemhbing
4. | Abrow Segel Firibu, SH. M Sos | Anggota KPU Kots Kendari Pembina
5. |Hans  Assarcus  Rompas, | Angeota KPU Kots Kendari Pembina
SH. MAP
6. | Muskam, 5 Sos,, M S | Sekretaris KPU Kota Kendari Ketua
7. | Falmawanty Fatampang, SF, iasihag Kendatin Ketua Peiaksana Bidang
Diesiminasi Infermasi
H. ]u'::u'u.lib}'ul?._ﬂ-ﬂum Kasabap Keosnpgan, Unum | Ketea Prigkseng Bidang
G Loalstik sumnbier Daya Manusla
9. Miahansul Bajals Buru w, 55 | Pl Kesulbegs Hukum & Ketus Peinksens Hidane
Teknis Penvelenggara Permilu Advokasl
. Fircawati F, 5.H Farsu ey B0 8 Sosdildib Tim Fenpbubung |
TREATR) A Fale ek i
Penvelenggara Pemilu
12. | Rahmatullah, S.5i Stal Rendatin Pelaksans
13,  Wa Ode Dharmatasla Sla SOM 8 Bosdiklin Pelalksara

Ditetapkszn dikendan

Mada tamggal 3 Jaruar 2025

RETUA WOMIST PEMILIFAN LIMLIM
ROTA KEENDARI,

trd
JUMWAL SHALEL

Aaluer sesusl dengan aslmya
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